GUBERNUR KEPALA .

5fRAH'ﬂNGKATI
LAMPUNG
- Pz o
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA?BAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 27 Tahun 1997

TENTANG ‘
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG
PENETAPAN GARIS SEMPADAN PANTAI DALAM WILAYAH KABU

PATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.
, | GUBERNUR KEPALA DAERA@,T;NGKAT I LAMPUNG
Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan

tanggal 5 Februari 1997 Nomor.188.342/0228/28.H/1997
perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II' Lampung Selatan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
&/f Selatan Nomor 01 Tahun.1997 tanggal 5 Februari 1997 -
tentang Penetapan. Garis Sempadan Pantai dalam Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undang
an yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Per
aturan Daerah dlmaksud.z

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran = Ne
gara Republik Indonesia Nomor 2688) ; '

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daﬁ
sar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok Kehutanan ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok -
Pemerintahan di Daerah ;

A 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ke-
- tentuan Pokok Kehutanan ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan -
Ruang ;

L | 7. Peraturan.PamaL;aLghﬁﬁm MOL 51 Tahun 1993 tentang Anali
: ; ?1& Dampak Blnqumgang%i N i \\

tentang Pengelo

§ Tahun 1993
baerah Perubahan;
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Menetapkan

‘<Fﬁ 

lO;’Keputusan Mentéri ba\éf Negeri Nomor 85 Tahun 1993
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Ke-
putusan Kepala“ Baerah Lewat Tenggang Waktu Pengesah

an.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KE
TANG PENGESAHAN PER

PALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TEN
’ DAERAH KABUPATEN DAERAH TI
'KAT II LAMPUNG SELAT t R 01 TARUN 1997 TENTANG PENE
TAPAN GARIS SEMPADAN PA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

Pasal 1
Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Lampung Selatan Nomor 01 Pahun 1997 tentang Penetapan -
Garis Sempadan Pantai dalam Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lampung Selatan, dengan perubahan sebagai be

rikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi nomor urut 1 -

{(baru).

- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi nomor urut 2 -
{ baru ). _

- Nomor urut 1 (lama) diubah manjadi nomor urut 4 -
(baru) . '

— Nomor urut 1 i(baru) kata kata :
- Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
- Undang-undang Darurat Nemor 5 Tahun 1956
- Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, diubah
dan harus ditulis :
- Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956
- Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956
- = Undang-undang Nomorx 6 Drt Tahun 1956.
Nomor urut 8 kata—kataﬁﬂomor 33 Tahun 1990 diubah -

-dan harus ditulis :
- Nomor 32 Tahun 1990.'

B. BAB II Pasal 2 ayat (2) -diubah dan harus dibaca :

(2) Kreteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang
tepian yang lebarnyapropor51onal.dengan bentuk
dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat.

C. BAB III diubah dan harus dibaca :
BAB III
KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 5

Bagi Kawasan Pariwisata Garis Sempadan Pantainya da-
pat diatur secara khusus sepanjang Bangunan yang ada
di dalam kawasan tersebut merupakan sarana pendukung

‘bagi kepariwisataan dengan tetap memperhatikan keles—
tarian lingkungan hldup.

Pasal 6 ceeacens




. 3_

Pasal é

Par1w1sata sebagalmana
didalam pelaksanaannya tetap be;pedoman kepada pasal 2 ayat (1)
huruf ¢ dan d Peraturan Daerah ini.

aksud pasal 5 tersebut dlatas

D. Pasa1~8,ayat (3) dihapus.
E. Penambahan Bab VI baru dan harus dibaca :
| BAB VI ..

Pasa.

(l) Penyldlkan atas Pelanggaran sebagalmana dimaksud pasal 8 -

ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum
atau Penyidik Pegawai Negeri. Slpll dilingkungan Pemerintah
Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perunda
ng-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugaes Penyidikan para Penyidik Pegawai -
Negeri 8ipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini -
berwenang : ‘

| | : a. Menerima laporan. atau pengaduan dari seseorang tentang -
adanya tindak pidana.

: ' b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu. dltempat kejadi

Lv/ an dan melakukan Pemerlksaan.

€ Menyuruh berhenti seseerang tersangka dan memeriksa tanda
~ “pengenal diri tersaﬁgka.ﬁ,

- d. Melakukan Penyltaan.benda‘dan‘atau surat.
e. Mengambil Sidik Jari dan memotret sésebrang

f. Memanggil orang untuk dldengar, ‘diperiksa sebagail tersang
-ka atau sak51.

g. Mendatangkan orang ahli yang dlperlukan dalam hubungannya
dengan Pemeriksaan perkara.

juk darl Penyldlk bahwa tlzak terdapat cukup buktl a  o

peristiwad tersebut. bukan merupakan tindak pidana dan se-
lanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal terse—
but kepada: Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

| 'ﬁfa\' i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yvang dapat diper -
g‘i\\/ ; tanggung jawabkan.

F. Bab VI (lama) diubah menjadi Bab VII.
- Pasal 9 {(lama) diubah menjadi Pésal‘lo {baru) .
- Pasal 10 (lama) diubah menjadi Pasal 11 (baru).
- Dalam pasal 10 (baru) kata-kata "Peraturan" dihapus.

G. Kata~kata "sejak" pada pasal 11 (lama) diubah menjadi " pada ".
| H. Tanda titik dua (:) pada kata-kata : - Ditetapkan dan
P ' ’ - Pada Tanggal dihapus.

Pasal 2 ..........

R ]



Tettbusan :

1.

Pasal 2

 Képutusan ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan, ;*, .
 &eﬁgan ketentuan apablla dikemudian hari ternyata terdapat -
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan se-

bagaimana mestinya.

Ditetapkaf Jdi : Telukbetung
6 ‘g-g,!xl 25-3-1997

TINGKAT I LAMPUNG

Menteri Dalam Negeri

Cg. Dir.Jen PUOD-DDN

di Jakarta

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II lampung Selatan
di Kaliandé

Ketua DPRD Kabupaten Daerah

Tingkat II Lampung Selatan
'di Kalianda
.. 'Kepala Inspektorat Wilayah

- Kabupaten Dati II Lampung Selatan

di Kalianda.




